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LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga
Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pelayanan informasi publik sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan
keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepulauan Riau. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan
pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 menegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak setiap orang dan
keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis.

PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, tepat, mudah,
akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini diharapkan
dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan, kelembagaan, pelaksanaan pelayanan
informasi, pengelolaan dan pendokumentasian informasi, pemenuhan permohonan informasi,
pengelolaan informasi yang dikecualikan, penyelesaian keberatan dan sengketa informasi,
kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan yang akan dilakukan.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih memerlukan
penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai masukan dan saran dari
masyarakat serta pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas
pelayanan informasi publik.

Tanjungpinang, 28 Januari 2026

NIP. 196905101994011004



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Informasi publik memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program, kegiatan, kinerja serta penggunaan
sumber daya publik yang dilaksanakan oleh badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat memperoleh informasi,
kewajiban badan publik menyediakan dan mengumumkan informasi, informasi yang dikecualikan,
mekanisme permohonan informasi, keberatan serta penyelesaian sengketa informasi.

Pelaksanaan teknis keterbukaan informasi juga diperkuat melalui PP Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008. Peraturan tersebut masih berstatus berlaku.
Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan informasi publik mengacu pada Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Peraturan
tersebut mengatur standar pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan informasi,
permohonan informasi, keberatan, informasi yang dikecualikan serta pelaporan layanan informasi
publik. PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan
bagian dari sistem PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Portal resmi PPID Provinsi Kepri
mencantumkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu PPID Pelaksana
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, diperlukan laporan tahunan sebagai
bentuk akuntabilitas pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 sekaligus
sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan pada tahun berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud
Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan

tugas dan fungsi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
selama Tahun 2025.

Tujuan
Laporan ini bertujuan untuk:
1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik;

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
Memberikan gambaran mengenai jumlah dan karakteristik permohonan informasi;
Mendokumentasikan proses pengelolaan informasi publik;

Mengevaluasi kualitas pelayanan informasi publik;

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan;

Merumuskan langkah perbaikan pelayanan;

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik;

Memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kesbangpol;

= © © N o o bk~ DN

0. Mendukung peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau.



1.3 Dasar Hukum

Pelaksanaan pelayanan informasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 257 Tahun 2026 tentang Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.



BAB I
GAMBARAN UMUM PPID PELAKSANA

2.1 Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan perangkat daerah
yang membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam struktur
organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Kesbangpol melaksanakan fungsi
strategis berkaitan dengan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri,
ketahanan ekonomi sosial budaya agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik.

2.2 Kedudukan PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pengelola informasi
dan dokumentasi pada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan informasi publik di
lingkungan Badan Kesbangpol. PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dalam pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian dan pelayanan informasi
publik. Dalam sistem PPID Provinsi Kepulauan Riau, Badan Kesbangpol tercatat sebagai PPID
Pelaksana.

2.3 Struktur Pengelola PPID Tahun 2025

Struktur PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 terdiri atas:

e Atasan PPID Pelaksana: Drs. Muhamad lksan, M.Si. (Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik)
e Pelaksana PPID : Aludin Andi, S.E., M.M. (Sekretaris Badan)
e Sekretaris PPID : Fitria Ramadhani, S.H.

Unsur Pelayanan dan Pengelolaan Informasi:
Meliputi Unsur
1. Bidang Pelayanan Informasi;
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi;
Bidang Dokumentasi dan Arsip;
Admin Website dan Media Sosial;
Petugas Pelayanan Informasi Publik.

I



BAB lll
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Kebijakan Umum

Pelayanan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan
Riau dilaksanakan berdasarkan prinsip:

TRANSPARAN — AKUNTABEL — CEPAT — TEPAT — MUDAH — PROFESIONAL

Pelayanan diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh
informasi yang berada dalam penguasaan Badan Kesbangpol sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3.2 Prinsip Pelayanan
PPID Pelaksana menerapkan prinsip:

1. Keterbukaan;

2. Kemudahan akses;

3. Kecepatan pelayanan;

4. Ketepatan informasi;

5. Akurasi informasi;

6. Akuntabilitas;

7. Profesionalitas;

8. Nondiskriminasi;

9. Perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan;
10. Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

3.3 Jenis Informasi Publik
Informasi yang dikelola PPID diklasifikasikan menjadi:

A. Informasi Berkala
Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, antara lain:

e Profil Badan Publik

e Program dan Kegiatan

e Kinerja Badan Publik

e Perencanaan dan Anggaran
e Keuangan

o Aset
e Pengadaan Barang/Jasa
e Hibah

e LHKPN dan LHKSN

e Pelayanan Informasi Publik

e Kebijakan/Peraturan

e Dokumen PPID

¢ Informasi lainnya sesuai ketentuan

B. Informasi Serta-Merta
Informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum.



e Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi

¢ Ancaman terhadap keselamatan/ketertiban umum

¢ Konflik sosial yang memerlukan penanganan segera
e Situasi berpotensi menimbulkan gangguan

e Keadaan darurat dilingkungan kantor

¢ Informasi mitigasi dan Tindakan keselamatan

C. Informasi Setiap Saat
Informasi yang waijib tersedia setiap saat, antara lain:

¢ Daftar Informasi Publik (DIP)

e Peraturan Keputusan dan /kebijakan

e Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
e Perjanjian dengan Pihak Ketiga

e Persyaratan ljin yang diterbitkan

e Data Inventaris/Aset

¢ Rencana Strategis dan Rencana Kerja

e Agenda Kerja Pimpinan

e Informasi Pelayanan Informasi Publik

e Pelanggaran dan Penindakan

¢ Hasil Penelitian/ Kajian

e Informasi/Kebijakan Dalam Pertemuan Terbuka

D. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon apabila memenuhi ketentuan
pengecualian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

e Dokumen internal yang bersifat rahasia (NPHD dengan Instansi Vertikal)



BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

4.1 Sarana Pelayanan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui beberapa kanal, antara lain:

Surat resmi;
Surat elektronik / email;
Website resmi;

Media sosial resmi;
Hotline

No ok~

4.2 Prosedur Permohonan Informasi

Secara umum proses pelayanan informasi meliputi:

PEMOHON — PERMOHONAN — VERIFIKASI — REGISTRAS|I — PENELAAHAN —
TANGGAPAN — PENYERAHAN INFORMASI

Portal E-PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

Pelayanan langsung pada meja layanan PPID dan ruang layanan informasi;

4.3 Ringkasan Kinerja dan Statistik Permohonan Informasi Tahun 2025

Berikut adalah ringkasan kinerja dan statistik rekapitulasi permohonan informasi publik pada
PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun

2025:
No Uraian Jumlah
1 Jumlah Permohonan Informasi masuk 25
2 Permohonan melalui tatap muka 25
3 | Permohonan melalui surat 0
4 Permohonan melalui email 0
5 Permohonan melalui aplikasi/website 0
6 | Permohonan selesai 25
7 Permohonan dalam proses 0
8 | Permohonan ditolak 0
9 Permohonan diterima seluruhnya 0
10 | Permohonan informasi dikecualikan 0
4.4 Klasifikasi Pemohon
Statistik pemohon dapat disajikan sebagai berikut :
No Uraian Jumlah
1 | Perorangan 18




Badan Hukum/Organisasi

Lembaga Swadaya Masyarakat

Kelompok Masyarakat

o| &~ O

Mahasiswa /Pelajar

Media/Pers

Instansi Pemerintah
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Lainnya




BAB V

PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

5.1 Pengelolaan Daftar Informasi Publik

PPID Pelaksana melakukan inventarisasi informasi yang berada dalam penguasaan Badan
Kesbangpol untuk selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan sifat dan jenis informasinya.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menyediakan format Daftar Informasi Publik
yang memuat ringkasan isi, pejabat/unit yang menguasai, penanggung jawab, waktu/tempat
pembuatan, bentuk informasi, serta retensi arsip.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No. Ringkasan Isi Pejabat Yang | Penanggungjawab Waktu Bentuk Jangka
Informasi Menguasai Pembuatan atau | Pembuatan| Informasi Waktu
Informasi Penerbitan Informasi Yang Penyimpanan
Informasi Tersedia
1 2 3 4 5 6 7
1 Struktur Kepala Sub Sekretaris Setiap Softcopy, Selama
Organisasi Bagian Umum Tahun Hardcopy, | tidak ada
Dan dan Web | perubahan
Kepegawaian
2 Alamat dan Kepala Sub Sekretaris Setiap Softcopy, Selama
media sosial Bagian Umum Tahun Hardcopy, | tidak ada
Bakesbangpol Dan dan Web | perubahan
Prov Kepri Kepegawaian
3 Lingkup kerja/ Kepala Sub Sekretaris Setiap Softcopy, Selama
tupoksi Bagian Umum Tahun Hardcopy, | tidak ada
Dan dan Web | perubahan
Kepegawaian
4 Data Pegawai Kepala Sub Sekretaris Setiap Softcopy, Selama
Bagian Umum Tahun Hardcopy, | tidak ada
Dan dan Web | perubahan
Kepegawaian
5 | Memorandum Off  Kepala Sub Sekretaris Setiap | Softcopydan| Selama
Understanding | Bagian Umum Tahun Hardcopy tidak ada
(MOU) Dan perubahan
Perjanjian Kepegawaian
Kerjasama
6 Surat Keputusan Kepala Sub Sekretaris Setiap Softcopy, Selama
(SK) Bagian Umum Tahun Hardcopy, | tidak ada
Dan dan Web | perubahan
Kepegawaian
7 Laporan Survey Kepala Sub Sekretaris Setiap Softcopy, Selama
Kepuasan Bagian Umum Tahun Hardcopy, | tidak ada
Masyarakat Dan dan Web | perubahan
(SKM) Kepegawaian
8 | Perjanjian kinerja| Perencana Ahli Sekretaris Setiap | Softcopydan| Selama
Muda Tahun Hardcopy tidak ada
perubahan
9 Laporan Perencana Ahli Sekretaris Setiap Softcopy, Selama
Keuangan Muda Tahun Hardcopy, | tidak ada
dan Web | perubahan
10 Lakip Perencana Ahli Sekretaris Setiap Softcopy, Selama
Bakesbangpol Muda Tahun Hardcopy, | tidak ada
Prov Kepri dan Web | perubahan




No. Ringkasan Isi Pejabat Yang | Penanggungjawab Waktu Bentuk Jangka
Informasi Menguasai Pembuatan atau | Pembuatan| Informasi Waktu
Informasi Penerbitan Informasi Yang Penyimpanan
Informasi Tersedia
1 2 3 4 5 6 7
11 Renstra Perencana Ahli Sekretaris 2021 Softcopy, Selama
Bakesbangpol Muda Hardcopy, | tidak ada
Prov Kepri dan Web | perubahan
12 DPA Perencana Anli Sekretaris Setiap Softcopy dan| Selama
Muda Tahun Hardcopy tidak ada
perubahan
13 Standar Perencana Ahli Kepala Badan 2024 Softcopy dan| Selama
Operasional Muda Hardcopy tidak ada
Perencanaan perubahan
Kesbangpol
14 Standar Perencana Ahli Kepala Badan 2024 Softcopydan| Selama
Operasional Muda Hardcopy tidak ada
Pengumpulan perubahan
Data Kesbangpol
15 Standar Perencana Ahli Kepala Badan 2024 Softcopydan| Selama
Operasional Muda Hardcopy tidak ada
Evaluasi perubahan
Internal
Kesbangpol
16 Data Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2024 Softcopy dan| Selama
Keberadaan Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardcopy tidak ada
Organisasi Yang Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
Terdaftar Organisasi Budaya, Agama
di Kesbangpol | Kemasyarakata| Dan Organisasi
Prov Kepri n Kemasyarakatan
17 Alur Sop Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2023 Softcopy dan| Selama
Penerbitan Surat| Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardcopy tidak ada
Keberadaan Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
Organisasi Organisasi Budaya, Agama
Kemasyarakata| Dan Organisasi
n Kemasyarakatan
18 Alur Sop Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2023 Softcopy dan| Selama
Pencairan Dan | Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardcopy tidak ada
Hibah Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
ORMAS/LSM Organisasi Budaya, Agama
Kemasyarakata| Dan Organisasi
n Kemasyarakatan
19 Alur Sop Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2023 Softcopy dan| Selama
Verifikasi Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardcopy tidak ada
Pemberian Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
Hibah Organisasi Budaya, Agama
Kemasyarakata| Dan Organisasi
n Kemasyarakatan
20 Perda PAGN | Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2024 Softcopy dan| Selama
Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardcopy tidak ada
Koordinator | Ekonomi, Sosial, perubahan
Organisasi Budaya, Agama
Kemasyarakata| Dan Organisasi
n Kemasyarakatan
21 Data Indeks | Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2024 Softcopy dan| Selama
Kerukunan Umat| Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardcopy tidak ada
Beragama Dan Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
Indeks Harmoni|  Organisasi Budaya, Agama
Kemasyarakata| Dan Organisasi
n Kemasyarakatan
22 | Sistem Informasi| Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2024 Softcopy dan| Selama
Pelayanan Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardcopy tidak ada
Ormas Badan Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
Kesbangpol Organisasi Budaya, Agama
Kopri Kemasyarakata| Dan Organisasi
n Kemasyarakatan




No. Ringkasan Isi Pejabat Yang | Penanggungjawab Waktu Bentuk Jangka
Informasi Menguasai Pembuatan atau | Pembuatan| Informasi Waktu
Informasi Penerbitan Informasi Yang Penyimpanan
Informasi Tersedia
1 2 3 4 5 6 7
23 Pergub FKUB | Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2017 Softcopy dan| Selama
Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardcopy | tidak ada
Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
Organisasi Budaya, Agama
Kemasyarakata| Dan Organisasi
n Kemasyarakatan
24 Data Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2024 Softcopy dan| Selama
PASKIBRAKA Ahli Muda Ideologi Wawasan Hardcopy tidak ada
Provinsi Kebangsaan Dan perubahan
Kepulauan Karakter Bangsa
Riau
25 Data Duta Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2025 Softcopy dan| Selama
Pancasila Ahli Muda Ideologi Hardcopy tidak ada
Purna Wawasan perubahan
Paskibraka Kebangsaan Dan
Karakter Bangsa
26 Hibah Partai | Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2024 Softcopydan| Selama
Politik Prov Ahli Muda |Politik Dalam Negeri Hardcopy tidak ada
Kepri perubahan
27 Data Indeks | Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2024 Softcopydan|  Selama
Demokrasi Ahli Muda |Politik Dalam Negeri Hardcopy tidak ada
Indonesia perubahan
28 Rencana Aksi | Analis Kebijakan| Kepala Bidang 2024 Softcopy dan| Selama
Daerah Ahli Muda Kewaspadaan Hardcopy tidak ada
Penanganan Nasional Dan perubahan
Konflik Sosial Penanganan Konflik

5.2 Dokumentasi Informasi

Pengelolaan dokumentasi dilakukan melalui: inventarisasi dokumen, pengumpulan informasi
dari bidang, verifikasi, klasifikasi, digitalisasi dokumen, penyimpanan, pemutakhiran, publikasi,
dan pengamanan informasi yang dikecualikan.

5.3 Publikasi Informasi

Informasi publik yang telah diverifikasi dipublikasikan melalui website resmi, portal PPID,
media sosial, papan pengumuman, dan media pelayanan lainnya.



BAB VI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

6.1 Kebijakan Informasi Dikecualikan

Tidak seluruh informasi yang dikuasai dapat diberikan. Informasi yang dikecualikan
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengujian yang cermat agar
tidak menutup akses publik secara tidak tepat.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO | InformasiYang Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Jangka
Dikecualikan PengecualiaN Informasi Bagi Publik Waktu
Dibuka Ditutup
1 2 3 4 5 6
1 Naskah Permendagri Nomor 77 Ditutup Selama
Perjanjian Hibah Tahun 2020 Tentang Tidak Ada
Daerah (NPHD) Pedoman Tehnis Perubahan

Pengelolaan Keuangan
Daerah, Permendagri
Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima
atas Permendagri Nomor
32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari
APBD, Pergub Nomor 70
Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan
Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan
Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial

2 Peraturan Daerah Nomor 3 Ditutup Selama
Tahun 2018 Tentang Tidak Ada
Pengelolaan Barang Milik Perubahan

Daerah (BMD)

6.2 Uji Konsekuensi

Terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan dilakukan Uji Konsekuensi untuk
memastikan bahwa pembukaan informasi dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Portal PPID Kesbangpol
mencantumkan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025 dan SOP Uji Konsekuensi.



BAB VII
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

7.1 Pengajuan Keberatan

Pemohon informasi yang merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai ketentuan dapat
mengajukan keberatan (misal: penolakan, informasi tidak diberikan/sesuai, keterlambatan, biaya
tidak wajar) melalui mekanisme yang ditetapkan.

7.2 Penyelesaian Sengketa

Apabila keberatan tidak memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh pemohon,
penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Komisi Informasi sesuai mekanisme yang
berlaku.

No Uraian Jumlah
1 | Pengajuan keberatan 0

2 | Keberatan selesai 0

3 | Keberatan dalam proses 0

4 | Sengketa informasi 0

5 | Mediasi 0

6 | Ajudikasi 0




BAB VI
EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN

8.1 Capaian

Pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 mencatat capaian utama meliputi
tersedianya kelembagaan PPID Pelaksana, petugas pelayanan, mekanisme permohonan &
keberatan, Daftar Informasi Publik, dokumentasi digital, serta koordinasi aktif dengan PPID
Utama Provinsi Kepri.

8.2 Kendala Internal

Belum seluruh informasi terdokumentasi secara seragam.

Pemutakhiran data dari masing-masing bidang membutuhkan koordinasi.
Keterbatasan sumber daya manusia pengelola informasi khususnya digital.
Belum seluruh dokumen terdigitalisasi secara optimal.

Perlunya peningkatan kompetensi petugas PPID.

Perlunya penguatan sistem pengarsipan.

Perlunya pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.

® No gk owbd=

Perlunya coaching berkala terhadap petugas pelayanan informasi publik

8.3 Kendala Eksternal

1. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme permohonan informasi.

2. Pemohon terkadang belum melengkapi identitas dan persyaratan.

3. Terdapat permohonan informasi yang membutuhkan koordinasi dengan unit penghasil
informasi.

4. Adanya informasi yang memerlukan proses pengujian sebelum dapat diberikan.

5. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang
semakin cepat.



BAB IX
INOVASI DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PPID Pelaksana fokus pada pengembangan berbasis
digital:

1. Digitalisasi Informasi: Pengalihan dokumen publik ke format digital secara bertahap.

2. Penguatan Website: Website sebagai media utama publikasi program dan layanan.

3. Integrasi dengan E-PPID: Pemanfaatan portal E-PPID Provinsi Kepri untuk permohonan
dan pemantauan elektronik.

4. Penguatan Media Sosial: Penyebarluasan informasi publik yang cepat dan komunikatif.

5. Penguatan SDM PPID: Peningkatan kapasitas personel mengenai UU KIP, SLIP, uiji
konsekuensi, dan tata kelola media digital.



BAB X

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025,
rekomendasi dan rencana tindak lanjut difokuskan pada peningkatan frekuensi pemutakhiran
PDIP Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah
perbaikan sebagai berikut :

No

Rekomendasi

Tindaklanjut

Pemutakhiran DIP

Dilakukan secara berkala

2 | Penguatan Dokumentasi Digitalisasi dokumen

3 | Peningkatan SDM Pelatihan PPID

4 | Peningkatan Pelayanan Penyempurnaan SOP

5 | Penguatan website Pemutakhiran Konten

6 | Penguatan media sosial Publikasi informasi secara konsisten

7 | Pengelolaan DIK Pemutakhiran daftar informasi dikecualikan
o) [p——
9 | Pengaduan/Keberatan Penguatan mekanisme tindak lanjut

10 | Evaluasi Layanan Monitoring secara berkala




BAB XI
PENUTUP

11.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi
memerlukan komitmen bersama seluruh unit kerja di lingkungan Kesbangpol.

11.2 Saran

Peningkatan komitmen pimpinan dan koordinasi antarbidang.

Peningkatan kapasitas SDM PPID secara berkelanjutan.

Pemutakhiran DIP dan digitalisasi dokumentasi secara berkala.

Optimalisasi website, E-PPID, serta monitoring dan evaluasi berkesinambungan.

o n =
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DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

aka periu Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Kepulavan Riau;

Undang-Undang Nemor 25 Tehun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Indonesia Tahun 2014

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik
yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Wewenang :

a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;

b.mmmmwma

=mm u.q.n.u. keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindakianjuti

oleh PPID;
‘mﬂmmmwwwktﬂm
di Informasi

Pelaksana, Pejabat m‘uu dan/atau  Petugas
Pelayanan Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi scbagaimana
Mwmmmmamw
dan wewenang sebagai berikut

. Tugas :

amenyusun dan melaksanakan kebijakan layanan
Informasi Publik;

b.menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan
Informasi Publik;

e

dan proses.
pelayanan Informasi Publik;

d dan i
dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau

2. Wewenang :

. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;

Lampiran  : chnm-nn Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 396 Tahun 2025
Tanggal : 4 Maret 2025

A

DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Atasan PPID
PPID

‘TAHUN 2025
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

PPID Pelaksana :

Kepulauan Riau

. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan
Otonomi Dlulh Sekretariat  Daerah  Provinsi
Kepulauan Ria

2. Kepala Bagian Penpndnlnn anun-u- Pelaksanaan

Sckretariat Daerah Provinsi Ke])uhuln Riau
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5
i

]
:
i
1
£
z

%
§‘

7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulavan nu

Kepala Bagian
D-mh Provinsi Kepulauan m.u
9. Kepala Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat
nmn Provinsi Kepulauan Riau
10. Sekretaris Inspektorat Dacrah Provinsi Kepulauan Riau
11. Sckretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

12. Dinas Provinsi Riau

13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau

14. Dinas Provinsi Riau

15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau

16. Sckretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau

17. Dinas i dan
Provinsi Kepulauan Riau
18. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau
19. Dinas Provinsi Riau
20. is Dinas Provinsi Riau

21. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun mz mm“ Hubungan
antara Pemerintah Pemerintahan

Nogara Republik Indoncsia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor S
Tahun 2015 tentang Nama Domain Instansi
Penyclenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 209);

8. mmmw—mw:mmw

Informasi dan Dokumentasi
u——-—-nw.- Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Komisi
Standar

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor I Tahun
Daerah

Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Kepulauan Riau Nomor
58;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun

13. Peraturan Dacrah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Dacrah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2024 Nomor 10);

e menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik
dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian
tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan
dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

& -nmo-hn PPID N-hu- dan/atau  Petugas
Informasi membuat, mengelola,
-adlhln. dan/atau muuum Daftar Informasi

yang dilakukan oleh
mmmlmmmwmlwm
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 3
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :

. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas,
dan kewenangannya;

b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik
yang telah ditetapkan PPID;

c. mengonsolidasikan proses impanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik;

d dokumen Informasi Publik dari Petugas
Pelayanan Informasi di Badan Publik;

e.membantu PPID melakukan verifikasi dokumen
Informasi Publik;

f. membantu membuat memelihara, dan

Publik agar mudah diakses oleh
2. Wewenang :
ameminta dokumen Informasi Publik dari Petugas
Pelayanan Informasi i Badan Publik;
22, is Dinas Pangan,

Hewan Provinsi

23. Seckretaris Dinas Pekerjaan Umum, Pcn-mn Ruang

dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Ria

dan

24, Sekretaris  Dinas  Perumahan thn Kawasan

Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
25. i Dinas

26.

Anak,
Keluarga Bennum valnd Kepulauan Rhu
dan

dan

chendudulmn dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kepulauan Riau

27. is Dinas i dan ika Provinsi
Kepulauan Riau

28. Sckretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
szuhuln Rnu

29. dan i Provinsi
szuhunn Rmu

30. is Dinas Pari Provinsi Riau

31. Sekretaris Dinas Penanaman
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
32. Sekretaris Badan Perencanaan,
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Modal dan Pelayanan

Penclitian  dan

33. Sekretaris Badan Pendapatan Daecrah Provinsi

Kepulauan Riau

34. Sekretaris Badan Kepegawaian Dacrah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau

35. is Badan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kepulauan Riau

36. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

37. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

38. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kepulauan Riau

39. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kepulauan Riau

40. Sckretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan
Provinsi Riau

41.

Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung

42. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah

Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

43. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa dan

Ketergantungan Obat Engku Haji
Kepulauan Riau

Daud Provinsi

KEEMPAT

14, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017
tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau (Berita Dacrah Provinsi Kepulsuan Risu Tehun 2017
‘Nomor 458);

15, Peraturan Gubernur Kepulauan Risu Nomor 12 Tahun 2023
mwm,mw Togus den P
serta Tata Kerja Perangkat Dacrah (Berita
Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024
tentang. Anggaran
Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi
Kcﬂlhulnibuh.hmms

Pengelola Informasi dan Dokumentasi scbagaimana dimaksud
pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan
ini.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU terdiri dari :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi IPPIDI
angka 1

. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi
Publik;

d.mewakili Badan Publik di dalam proses pes
mawmmm/ﬂmd‘m

b.m-minl. Klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi
Publik melaksanakan  pelayanan

Publik
dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengelola
Inkmnl dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada
diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur
Kepulauan Riau.
Segala biaya yang timbul dengan
Daerah

: Keputusan ini disampaiken kepada

. Waldl Gubernur Kepulauan ln-u ai
Sekretaris

it
HH
i
E
§
|

:mmuwkm«mmum

diketahui dan



e Lampiran 2: Struktur Organisasi PPID Pelaksana

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA
SEKRETARIS BAKESBANGPOL

BIDANG PELAYANAN DAN BIDANG PENGELOLAAN DATA BIDANG PENYELESAIAN
DOKUMENTASI INFORMASI DAN KLASIFIKASI INFORMASI SENGKETA INFORMASI

PETUGAS INFORMASI




e Lampiran 3: Daftar Personel PPID Pelaksana

NLd NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAM
INSTANSI TIN
1 | s, Mubamad Desan, M5 Kepala Badan Atasan PPID
Pelak sama
2 | Aludm And, 5.E,, MM, Selretans Badan Pelaksana PPID
3 | Fitna Ramadhaan, S.H. Kassubbag Umum dan Selaretans PPID
Hepegavaian
4 | Ludi Harman, 5 50s., M.M. Kepala Bidang Bidang Pelayvanan
Ketahanan E koo, Informas
Sosial, Budaya, Agama,
dan Dgani s
Femasyaaraloatan
3 | Gudeon Smarmillang 5.E., M Ak, Flt. Kepala Bidang Bidang Pengsiuan
Kewaspad aan Nagional dan Penyelesxian
dan Penanganan Konflik Bengheta
I e s
6 |Purwanto, 3.E., M.Ak Perencana Ahl Muda Budang
padda Selaétariat Pengelolaan Data
dan Dk en tas
T | Azhar, 5 E. Arsmiparie Ahli uda pada Budang
Selretanat Drolkumentias din
Arsip
B | Budi Andn, 3.E. Arsiparis Ahll Pratama Bidang
pada Sub Bagan Umum | Delumentagi dan
dimn Kepegawinan ArEp
4 |Bahrurrohim, 5T. Penata Layanan Admin Website
Orperagional pada dan Medin Sowial
Sekretanat
10 | Dl A i Pengged sarnstrias Admin Welbadte
Perlamtoran pada Bidang | dan Media Sosial
Kot ahananm Eloomorm,
Sosial, Budaya, Agama,
dan Ooganisas:
Kemasyaralatan
11 | Qb Tamsas Damanik, AMdA Pendaah Telkanis Pelugas Pelayanan
Ketnjakam pada Bidang Informas: Fublik
Pelitile Dl Negeri
12 | Reza Revi, 5 Sos Penata Layanan Peltugas Pelacanan
Operasional pada Bidang | Informasi Publilk
Puolitk Dalam Megeri
13 | Dwd Agustina, S _Kom. Penelash Teknis Peltugas Pelacanan
Kebjakan Pada Sub Informas: Publik
Bagian Umum Dan
Kepeganss ian
14 | Maya Sari Narolita P ged i rn s brassd Petugas Pelayanan
Perkamtoran Pada Sub Informasi Puhblik
Bagian Umum Dan
Kepeganssian
15 | Fitrami Aidiah, 5 Sos, Penelash Telmis Petugas Pelagranan
Kehijakan Pada Bidang Informasi Puhblik
Kewaspadaan Masioral
D Penangsnman Kenflik
16 | Rahman, S.Sos. Penata Layanan Petugas Pelayanan
O perasional Pada Bidang Informasd Publik
Kewaspadaam Masioral
Duxn Penangarman Konflik
17 | Putra Ramdhani, 3. 5o Penata Layanan Petugas Pelayvanan
O perasional Pada Bidang Informasd Puhblik
Idenlog, Wawasan
Kebangsaan Dan
Karakter Bangsa
18 | Agnes Vida Pintanh Penata Layanan Petugas Pelayanan
O perasional Pada Bidang Informasi Puhblik
Ideolom, Wawasan
Kebangsaan Dan
Karakter Bangsa
19 | Dhian Asmarawan Pengedmrnis trasi Petugas Pelayanan
Perlkantoran pada Bidang | Infermasi Puhblik
Kt ahanan Elonormd,
Bosial, Budaya, Aganma,
dam Ooganisasd
Kemasyarakatam
20 | Budy Hayun Pengsdmdnistrasd Petugas Pelayranan

Ferkantoran Pada Bidang
Kt ahanan Elonormd,
Sosial, Budaya, Agama
D Orrggaariissasd

Informasi Publik

Tan jungpinang, 2 Juni 2026

an. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA TUAN BANGSA DAN POLITIK
SPULAUAN RIALU,




Lampiran 4: Daftar Informasi Publik Tahun 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN R1AU

Mo. | Ringkasan Isi Pejabat Yang Penanggungjawab | Waktu Bentuk Jangka 12 | oea ::Jr::cana A Sekrataris .Br:::z ﬁ:?g:gy dan t?;.l:kr::la
Informasi Memguasai Pembuatan atau Pembuatan | Informasi Yang | Waktu By perubahan
Informasi Penerbitan Informasi Tersedia Penyimpana -
Informasi n 13 | Standar Perencana Ahli Kepala Badan 2024 Soficopy dan Selama
Operasional Muda Hardeopy tidak ada
Perancanazn perubshan
1 2 3 F 5 3 7 Kecoanana
1 Struktur Kepala Sub Sekretaris Setiap Softcopy. Selama 14 | Standar Perencana Ahli Kepala Badan 2024 Soficopy dan Selama
Organisasi Bagian Umum Tahun Hardeopy, dan | tidak ada Operasional Muda Hardcopy tidak ada
Dan Web perubahan g;’f”"‘pul"" perubahan
Kepegawaian _ ; — Kesbangpol
2 | Alamatdan Kepala Sub Sekretaris Setiap Soficopy. Selama 15 | Standar Perencana Anli Kepala Badan 2024 Scoficopy dan Selama
media sosial Bagian Umum Tahum Hardeopy, dan | tidak ada Operasional Muda Hardcopy tidak ada
Bakesbangpol | Dan Web perubahan Ewvaluasi perubahan
Prov Kepr Kepegawaian Internal
- - = - — Kesbangpol
2 L'"Q:“'F kenal ge"f’la 3”b Sekretaris _"I_E:"p ﬁ:r\dmw' 4 ?.':lim‘: 76 | Data Analic Kebjakan | Kepala Bidang 2024 SoRcopy dan Selama
tupoksi agian Umum ahun ardeopy. dan | tidak ada Keberadaan Ahli Muda, Sub | Ketahanan Hardeopy tidak ada
Dan _ Web perubahan Organisasi Koardinator Ekonomi. Sosial. perubahan
Kepegawaian Yang Terdaftar | Organisasi Budaya, Agama
4 | Data Pegawai Kepala Sub Sekretaris Setiap Softcopy, Selama di Kesbangpol Hem: katan | Dan Organisasi
Bagian Umum Tahum Hardcopy. dan | tidak ada Prov Kepri Kemasyarakatan
Dan Web perubahan 17 | Alur Sop Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2023 Soficopy dan Selama
] Panerbitan Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardeopy tidak ada
Kepegawaian - - Surat Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
5 | Memorandum Kepala Sub Sekretaris Setiap Softcopy dan Selama Keberadaan Organisasi Budaya. Agama
Bagian Umum Tahum Hardeopy tidak ada Organisasi Kem: atan | Dan Crganisasi
Understanding | Dan perubahan Kemasyarakatan
(Mou) Kepegawaian 18 | Alur Sop Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2023 Soficopy dan Selama
Perjanjian Pencairan Dan | Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardeopy tidak ada
Kerasama Hibah Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
8 | Surat Kepala Sub Sekretars Setiap Softcopy, Selama ORMASILSM Organisasi Budaya. Agama
Keputusan Bagian Umum Tahun Hardcopy, dan | tidak ada em; tan | Dan O isasi
(SK} Dan Web perubahan Kemasyarakatan
Kepegawaian 18 | Alur Sop Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2023 Soficopy dan Selama
7 | Laperan Kepala Sub Sekretaris Sefiap Soficopy. Selama Varifikasi Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardeopy tidak ada
Survey Bagian Umum Tahun Hardcopy, dan | tidak ada Pamberian Koordinator Ekonomi, Sosial, perubshan
Kepuasan Dan Web perubahan Hibah 2;‘?"'535' tan g:n:‘aga, Agama
Masyarakat Kepegawaian Kemasyarakatan
(SHM) Z0 | Perda PAGHN Analis Kebijak Hepala Bid 2024 Soficopy d Sel
— : s - Sob erda nalis Kebijakan epala Bidang py dan ama
8 F'_er]a_n]lan Perencana Ahli Sekretaris Setiap Softcopy dan E‘_relama A Muda, Sub Fmtahanan Hardeopy Sdak ada
kinerja Muda Tahun Hardcopy tidak ada Koordinater Ekonomi, Sosial, perubzhan
perubahan Organisasi Budaya, Agama
Kem, atan Dan O i i
2 | Laporan Perencana Ahli Sekretaris Setiap Soficopy, Selama Kemasyarakatan
Keuangan Muda Tahun Hardcopy, dan | tidak ada 21 | Data Ind=ks Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2024 Soficopy dan Selama
Web perubahan Kerukunan Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardeopy tidak ada
Umat Koordinator Ekonomi, Sosial, perubshan
10 | Lakip Perencana Ahli Sekretaris Setiap Softcopy. Selama E‘Zr:.?:m Dan E;?_amsaﬂ atan g:n:‘aga. Agam_a
Bakesbangpol Muda Tahum Hardcopy, dan | tidak ada Harmoni Kemasyarakatan
Frov Kepri Web perubahan 22 | Sistem Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2024 SoRcopy dan Selama
Informasi Ahli Muda, Sub Ketahanan Hardeopy tidak ada
i1 | Renstra Perencama Ahli Sekretars 2021 Softcopy, Selama Pelayanan Koordinator Ekonomi, Sosial, perubzhan
Bakesbangpol | Muda Hardcopy. dan | tidak ada S"‘:’S Ba‘j:" ?’Q:‘"'s‘“' g“”ag:‘- Agama
. e atan an
Prov Kepri Web perubshan Kapri Kemasyarakatan
23 | Pergub FKUB | Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2017 Softcopy dan | Selama
Ahli Muda, Sub | Ketahanan Hardcopy tidak ada
Koordinator Ekonomi, Sosial, perubahan
Organisasi Budaya, Agama
Ki yarakatan | Dan Organisasi
Kemasyarakatan
24 | Data Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2024 Softcopy dan Selama
PASKIBRAKA | Anli Muda Ideologi Wawasan Hardcopy tidak ada
Provinsi Kebangsaan Dan perubahan
Kepulauan Karakter Bangsa
Riau
25 | Data Duta Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2025 Softcopy dan | Selama
Pancasila Ahli Muda Ideologi Wawasan Hardcopy tidak ada
Purna Kebangsaan Dan perubahan
Paskibraka Karakter Bangsa
26 | Hibah Partai Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2024 Softcopy dan | Selama
Politik Prov Ahli Muda Politik Dalam Hardcopy tidak ada
Kepri Negeri perubahan
27 | Data Indeks Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2024 Softcopy dan | Selama
Demokrasi Ahli Muda Politik Dalam Hardcopy tidak ada
Indonesia Negeri perubahan
28 | Rencana Aksi | Analis Kebijakan | Kepala Bidang 2024 Softcopy dan | Selama
Daerah Ahli Muda Kewaspadaan Hardcopy tidak ada
Penanganan Nasional Dan perubahan
Konflik Sosial Penanganan
Konflik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau,

v

NIP 19

905101994011004



Lampiran 5: Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO

Informasi Yang
Dikecualikan

Dasar Hukum
PengecualiaN Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Jangka
Waktu

Dibuka

Ditutup

2

3

4

5

6

Naskah
Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD)

Permendagri Nomor 77
Tahun 2020 Tentang
Pedoman Tehnis
Pengelolaan Keuangan
Daerah, Permendagri
Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima
atas Permendagri Nomor
32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari
APBD, Pergub Nomor 70
Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan
Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan
Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial

Ditutup

Selama
Tidak Ada
Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD)

Ditutup

Selama
Tidak Ada
Perubahan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau,

uhamad lksan, M.Si

Perﬁ na Utama Madya (1V/d)
NIP 196905101994011004




e Lampiran 6: SOP Pelayanan Informasi Publik

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nama SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan
Dokumentasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1. Menguasai pengoperasian Komputer
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. i 5
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun 22 ‘Menguasal fataRedrsipan
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. PerKl nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodesur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 4. Memiliki sopan santun dan tata krama
5. PerKl nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. PerKl nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Formulir Permohonan Informasi
Alat Tulis
Komputer & Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani Formulir Permohonan Informasi

dengan baik;

Fotocopy / scan identitas diri
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai; Py

Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon  [Petugas Pelayanan Bidang Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
NO KEGIATAN Informasi Informasi dan Pelayanan Pembantu KET
Dokumentasi Informasi dan
Dokumentasi
1 Menyampaikan permohonan - Formulir Pada hari dan jam |Formulir Permohonan
informasi yang dibutuhkan baik Permohonan kerja untuk Informasi yang telah
secara langsung dan tidak Informasi yang Pemohon informasi |diisi lengkap dan
langsung kepada Bidang tersedia yang datang dilampirkan fotocopy /|
Pelayanan Informasi dan - Fotocopy atau Scan langsung dan setiap(Scan ID (NIK)
Dokumentasi identitas diri (NIK) §aat untqk pemohon|
dari pemohon informasi secara
Infromasi tidak langsung
datang
2 |\elakukan registrasi berkas Semua data | 1(satu) harikerja | DIP yang telah
permohonan informasi public, jika pemohon informasi | sejak tersusun dalam
informasi / dokumenitasi yang- disimpan dalam permohonan bentuk hardcopy
diminka. beluii- efmasak dalam bentuk hardcopy informasi dan softcopy
DIDP, maka berkas permohonan | II dan softcopy diterima olen
PPID Pembantu

disampaikan kepada Bidang
Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi PPID Pembantu

3 |Meminta kepada anggota PPID DIP yang telah 10 (sepuluh) hari | DIP
Pembantu untuk memberikan ditetapkan oleh kerja sejak
informasi atau dokumen yang I PPID Pembantu permohonan
sudah termasuk dalam DIDP, untuk S informasi diterima
diberikan kepada pemohon gleerms:nlg
informasi
4 |Memberikan informasi atau Informasi diberikan | 10 {sepgluh) hari | DIP
gz;!:gn;’en ybangt dimaksud kepada idak g:l:fsﬂogig:’(;‘ipy gggz;:ﬂ;n
embantu —
informasi diterima
oleh PPID
f— ya Pembantu
5 |Memberikan informasi atau l J Informasi atau Perpanjangan lnformerxsirpublik
dokumen yang diminta oleh dokumen yang permohonan yang diminta oleh
pemohon informasi yang telah diminta oleh informasi adalah | pemohon informasi
menandatangani tanda bukti pemohon informasi | (tujuh) hari kerja

penerimaan informasi atau
dokumentasi




e Lampiran 7: SOP Uji Konsekuensi

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Momor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektit

Disahkan Qleh

Nama SOP

Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Surat Penerimaan f Penolakan

Fotocopy / scan identitas diri

1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1 Menguasai pengoperasian Komputer
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 M Tata K
3. Peraturan Pemerintah nomor 681 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun g enguasal 1a carsipan
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. PerKl nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodesur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 4. Memiliki sopan santun dan tata krama
5. PerKl nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. PerKl nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Formulir Permohonan Informasi
Alat Tulis
Komputer & Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani Formulir Permohonan Informasi Naota
dengan baik; Dinas telaah
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;

Uji Konsekuensi Informasi Publik

PELAKSANA MUTU BAKU
PPID Bidang Unit Kerja Pemahon Kelengkapan Wakiu Output
NO KEGIATAN Pembantu Pelayanan KET
Informasi dan
Dokumentasi
1 | Melakukan kajian atas informasi / Berkas Setiap saat Berkas
dokumen yang tidak termasuk permohonan permohonan
dalam DIDP dengan melibatkan informasi / informasi yang
seluruh unit kerja Perangkat dokumen dari telah diisi lengkap
Daerah l : pemohon informasi dan dilampiri
fotocopy / scan
identitas diri (NIK)
2 | Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum : UU Pada haridanjam | Nota Dinas/Telaah
informasi / dokumen yang | No. 14 Thn 2008 kerja staf terkait
dimaksud yang bersifat rahasia | I dan PerKl Mo. 1 pertimbangan
berdasarkan peraturan kepatutan Thn 2010 informasi/
dan kepentingan umum dokumen
3 | Menyerahkan informasi / Informasi / Maksimal 10 Informasi /
dokumen yang dimaksud, jika dokumen yang (sepulun) hari dokumen dari
status informasi / dokumen telah dinyatakan kerja, sejak komponen atau
dinyatakan rahasia, maka PPID terbuka untuk permohonan perangkat daerah
membuat surat penoclakan publik informasi
kepada pemohon informasi teregistrasi
4 | Menandatangani tanda bukti Informasi / Maksimal Informasi publik
penerimaan atau memberikan dokumen yang diberikan yang diminta oleh
surat penolakan kepada diminta oleh perpanjangan pemohon informasi
pemohon jika status informasi / l I pemohon informasi | pemenuhan atau surat
dokumen dinyatakan rahasia atau surat selama 7 (tujuh) penolakan
penolakan jika hari sejak
informasi / pemberitahuan
dokumen tersebut | tertulis diberikan
dikategorikan
rahasia




Lampiran 8: SOP Pendokumentasian Informasi

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor SOP 000.8.3.3/05/KESBANGPOL/2025
Tanggal 26 Mei1 2025

Pembuatan

Tanggal Revisi 28 Mei 2025

Tanggal Efektif 2 Juni 2025 4

Disahkan Oleh flan Politik
Si
a Utama Madya (IV/d)
196905101994011004
Nama SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menguasai pengoperasian Komputer

Menguasai Tata Kearsipan

1
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun 2
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. PerKl nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodesur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 4. Memiliki sopan santun dan tata krama
5. PerKl nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. PerKl nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Alat Tulis
Komputer & Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan teriayani

dengan baik;

2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;

Dokumen/Informasi yang telah didokumentasikan

Bukti Pencatatan dan Penyimpanan Informasi

Fotocopy / scan identitas diri

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

publik yang telah diverifikasi

tersedia

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PPID Petugas Pelayanan Kelengkapan Waktu Output KET
Pelaksana Informasi
1 IMengumpulkan informasi dan Formulir, dokumen sumber, | Secara Daftar informasi
|dokumentasi publik yang dikuasai oleh media penyimpanan berkala, serta | yangsiap
unit yang menguasai dan mengelola merta dan didokumentasikan
informasi setiap saat
2 IMengklarifikasikan dan Memverifikasi Formulir, dokumen sumber, | Secara Informasi yang telah
informasi dan dokumentasi publik dari media penyimpanan berkala, serta | diklasifikasi
PPID pembantu merta dan kebenarannya
setiap saat
3 |Mendokumentasikan seluruh informasi l Website PPID/sarana Setelah Informasi l
informasi dan arsip dokumentasi | terdokumentasi




Lampiran 9: SOP Penetapan Daftar Informasi Publik

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP Penyusunan Daftar Informasi dan

Dokumentasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1. Menguasai pengoperasian Komputer
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2 M i Tata K 3
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun | 2 Menguasal Tala Kearsipan '
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. PerKl nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodesur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 4. Memiliki sopan santun dan tata krama
5. PerKl nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. PerKl nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Alat Tulis
Komputer & Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan
dengan baik;
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;

terlayani

Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Fotocopy / scan identitas diri

SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

PELAKSANA MUTU BAKU
Bidang Pengolah Kelengkapan Waktu Output
NO KEGIATAN Pefnpblzlu Data dan Kiasifikasi A:f:;’;;’z‘jo e 5 Ker
Informasi
1 0 i 1. UU No. 14 Tahun 2008 | Secara DIDP yang telah
Mengumpulkan informasi dan
doku%nen‘:asi yang berkualitas dan 2. UU No. 25 Tahun 2009 | berkala, serta | dikumpulkan dari
o 3. UU No. 23 Tahun 2013 | merta dan komponen dan
Lﬂ;\g\ngﬁrzgia.(r\etr:g?]lézlgrzads;:gpr:;?;\g 4. PP 61 Tahun 2010 setiap saat perangkat daerah
baik yang diproduksi sendiri, 5. Perki No. 1 Tahun 2010
dikembangan, maupun yang dikirim ke 6. Perki No. 1 Tahun 2013
pihak lain, yang berupa arsip statis
maupunn dinamis, arisp aktif maupun
arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai
2 i " 1. UU No. 14 Tahun 2008 | Secara DIDP yang telah
M klasifikasik: luruh inf¢ d
IGHITSAt58 Va0 tefah AlRUioGn dan v 2. UUNo.25 Tahun 2009 | berkala, serta | dikiasifikasi
mengidentifikasikannya berdasarkan sifat E Z gg 2‘10'1%?‘;328?02013 g::i';‘;‘;gg‘ kebenarannya
formasi dan dokumentasi :
e AN Cotietest 5. Perki No. 1 Tahun 2010
6. Perki No. 1 Tahun 2013
3 IMendokumentasikan informasi public Alat Tulis Kantor ﬁ:fkaa’; et DIDP
dalam bentuk softcopy dan tempat r— )
penyimpanan dokumen dalam bentuk | I merta dan
hardcopy setiap saat
4 |Menetapkan DIDP secara resmi sesual Mengadakan rapat Setelah DIDP | SuratKeputusan | Setelah DDIP
dengan kiasifikasi informasi dan tidak bersama dengan PPID terkumpul dari | DIDP yang ditetapkan, jika
dokumentasi publik Utama, PPID Pembantu PPID ditandatangani ada informasi
untuk menetapkan DIDP Pembantu oleh atasan PPID | terbaru, dibuat
va SK untuk
l ditetapkan
5 |Mengakses dan mengunggah DIDP ke Y Website dan sarana Setelah DIDP | Adanya konten
website resmi PPID Utama maupun S informasi lainnya yang ditetapkan DIDP di website
i — P dimiliki oleh komponen dan | oleh atasan kemendagri dan
lall fi I
g saane Didmass a0y Pemerintah Daerah PPID Pemda




Lampiran 10: Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2025

REKAPITULASI PERMOHOMNAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
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e Lampiran 11: Rekapitulasi Keberatan Tahun 2025

&)

REKAPITULASI PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PULALAN R

Wu KESATUAN BARGSA DAN POLITIK

AL

NO| NOMOR | TANGGAL PENGAJUAN NAMA PEMOHON NOMOR INFORMASI YANG ALASAN TANGGAL HASILITANGGAPAN STATUS

REGISTER P L KEBERATAN TANGGGAPAN

KEBERATAN INFORMAS! ATASAN PPID
3
4
s
3
7
3
3
10

Tanjungpenang, 31 Desember 2005




Lampiran 12: Rekapitulasi Sengketa Informasi Tahun 2025

®

REKAPITULASI

PENYEL

ETAINFORMASI PUBLIK TRHUMN 2025

BADAN KESATUAMN BANGSA DAN POLITIK PROVING! KEPULALAN RIAL

g

NO

TANGGAL
PERMOHONAN
SENGKETA

NOMOR REGISTER
SENGHKETA

HAMA PEMOHON

INFORMAS] YANG
DIMOHON

ALASAN SENGKETA

TANGGAL
PERMOHOMAN
INFORMAS

TANGGAL
KEBERATAM

TANGGAPAN
ATASAN PPID

STATUS SENGKETA

PENYELESAIAN

Tanpungpinang, 31 Desember 2025

Pemiina Litama Macha

N 1BEG05101834011004

| KESATUM BANGEA DAN FOLITIK
LA l-i:.u




e Lampiran 13: Dokumentasi Pelayanan PPID

SN OBNGAN STAVDAR PLsmhntn .
DITETAPRAN ke b
LBERSIAR AL MK TS |
SANTUN DALK WENBERKAN PELAM AN 3
3 MEMSEIF N PELAVANN SESUA DENGAN

¥ AN A LML PEAAY
PL sEcas reRus weneRus
L TIOAK MELAXSAN PONGTAN YAVG T4 34




P

v

AL
PER|

INFgQ

SECARA

(MAK! \PELAYANAN|

KAMI SELURUH PEGAW INGAN

BADAN KESATUAN BANGSADAN oty
PROVINS! KEPULAUAN RIAU.
MENYATAKAN

1 SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAL DENGAN STANOAR PELAYANAN YANG
DITETAPKAN

2 BERSIAP ADIL RAMAN, TRANSPARAN, SOPAX DAX
SANTUN DAUAM MEVAERIKAN PELATANAR.

3 MEMBERIKAN /0 AN SESUA DENGAN.
KEWABBAN DAN AKAN MELAXUKAN PERAAIAN

SECARA TERISS MENERUS.

ANDAR F

RAMAH, TRANSPARA
LAM MEMBERIKAN PELAYANAN
RIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN

KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS.

4 TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN YANG TIDAK SAH

ALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

5 BERSEDIA MENERIMA SANKS! APABILA PELA

YANG DIBERIKAN TIOAX SESUAI STANDAR

1/Bakesbangpol Kepri
htps://kesbangpol kepriprov.go.id/,
bakesbangpol kepri

e
= BILARANC

& MEROXOK

WENTALRSAN
{SMGR N EEG R L |
SESIADBGANSTOMS FeLIONN G |
DITETHPRA.

LRSI AL SIS TRASTHRO, cokony |
SANTUNDALAY VEVBERIKAN FELAIANAN.
AVENRERIKAN PELRYANAN SES LN DENGAY,
YEHLIBAN DAN AAR VELIKLKON PERBNAAN
SELARATERLS VEAERS.

DALMNEVBERHAN FE LN
S BERSEDVENEANA D).
NG DBERKAN IR 54

1 Babeskagol hept
e angpi 0.
abdstmgalie




e Lampiran 14: Rekapitulasi Publikasi Informasi melalui Website dan Media Sosial

BADANKESATUAN BANGSA DANPOLITK
PROVINSIKEPULAUAN AU
ATAS PENGHARGAAN
PERINGHAT HE - | No comments yet.
TRERE b

https://www.instagram.com/p/DSHiIUcRCUfV/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODBI
© 8>~~p

NWFEIZA%3D%3D ‘
e
PPID

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

=D
VISITASI DAN MONEV

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

@9 Kamis, 13 November 2025
%7/, Pukul 13.00 WIB

https://www.instagram.com/p/DRJTM5LCaYqg/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODBI
NWFIZA%3D%3D

https://www.instagram.com/p/DQ8PLaTiXhU/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODBI
NWFIZA%3D%3D
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RENTBUR PANGASILA

.—? %

https://www.instagram.com/p/DQvs8RQCXBd/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODB
iINWFIZA%3D%3D

P

é @ bakesbangpoLkepri MIND kesbangpoLkepriprovgoid

https://www.instagram.com/p/DPvkGIYCUK7/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODBi
NWFIZA%3D%3D

Q=g
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2024

https://www.instagram.com/p/DPvj e4icgh/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODBIN
WFIZA%3D%3D

@EQ

PENGUATAN IDEOI.OGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA GUNA
MEWUJUDKAN GENERASI MUDA YANG BERKUALITAS, TERHINDAR
DARI RADIKALISME, TERORISME DAN NARKOBA SERTA MEMILIKI SEMANGAT PERSATUAN"

3 &:\
mmzyu w msr

'KEPRI MAJU'MAKMUR DAN MERATA &
_ﬁ_ SMK NEGERI 1 BATAM _ﬂ_
KESBANGPOL KAMIS, 16 OKTOBER 2025

® https://kesbangpol kepriprov.go.id @ bakesbangpol.kepri ¢ Bakesbangpol Kepri 52 kesbangpol@® OI\ epriprov.go.id

https://www.instagram.com/p/DP41f\WUKkjsn/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODBIN
WEFIZA%3D%3D
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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN
PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN
KEBERATAN

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian Informasi.

2. Tidak disediakannya informasi berkal.
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi

4. Permintaan informasi ditanggapi tidak nana yang
diminta.

5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar Penyampaian informasi.

7. yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008.

https://www.instagram.com/p/DPvXR2kiVyR/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODBi
NWFIZA%3D%3D

PROFIL

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

b Ruang Lingkup

https://www.instagram.com/p/DPvRry2CaS3/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODBi

NWFIZA%3D%3D 5

.~, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPULAUAN RIAUV

| .
D pentinG o
NTINGNYA SISTEM
PERINGATAN DINI
BENCANA

a

https://www.instagram.com/p/DPtSCSGCem6/?utm source=ig web copy link&stkn=MzRIODB

INWFIZA%3D%3D



https://www.instagram.com/p/DPvXR2kiVyR/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvXR2kiVyR/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvRry2CaS3/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPvRry2CaS3/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPtSCSGCem6/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
https://www.instagram.com/p/DPtSCSGCem6/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

&
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6 PROGRAM BAKESBANGPOL
PROVINS! KEPULAUAN RIAU

1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

2.Program Peningkatan Peran Partai Politik
dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik

3.Program Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

4.Program Pembinaan Nasional dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya

5.Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

6.Program Penunjangan Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi
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PEMOHONAN
INFORMASI
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